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PENETAPAN 

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Bb 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengaWali Nikah 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah 

menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 

yang diajukan oleh: 

Pemohon I, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, 

Pekerjaan Tani, beralamat Jalan Muh. Husni Tamrin 

RT.003/RW.003 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, 

Kota Baubau, sebagai Pemohon I;  

Pemohon II, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak 

Ada, beralamat Jalan Muh. Husni Tamrin, RT. 003/RW.003, 

Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, 

sebagai Pemohon II;   

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para 

Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 

2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang 

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 

56/Pdt.P/2020/PA Bb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan 

Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah 

Bapak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar uang tunai 

sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan yang menjadi munakih 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(yang menikahkan) adalah Munakih, selaku Imam setempat dengan 

disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah 

II; 

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada 

Kantor Urusan Agama setempat; 

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda dalam 

usia 69 Tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dalam usia 

56 Tahun; 

4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan 

Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut; 

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak; 

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram 

maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang 

tidak pernah bercerai maupun pindah agama ( Pemohon I dan Pemohon II 

beragama Islam; 

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan 

sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para 

Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada 

KUA Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara; 

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Baubau segera memeriksa dan mengaWali Nikah perkara 

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II 

(Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2019 di Kelurahan 

Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi 

Kalimantan Timur adalah Sah menurut Hukum; 
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini 

kepada KUA Kecamatan Wolio Kota Baubau, untuk dicatat dalam daftar 

yang disediakan untuk itu; 

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. 

SUBSIDAIR: 

Apabila Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain mohon memberikan 

penetapan lain yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon 

telah datang menghadap ke persidangan;  

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut kembali 

permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka 

semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara  sidang ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon   

sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut 

permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan 

perkara a quo harus dinyatakan selesai karena dicabut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg segala biaya 

perkara dibebankan kepada Para Pemohon; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 

56/Pdt.P/2020/PA Bb, dari para Pemohon;  
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2. Memerintahkan Panitera  Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatukan dalam musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag, 

M.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I. dan Miftah Faris, S.H.I., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai 

Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon. 

 

Hakim Anggota I  

 

 

 

Reshandi Ade Zein, S.H.I. 

Hakim Anggota II 

 

 

 

Miftah Faris, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Mohamad Arif, S.Ag, M.H. 

 Panitera, 

 

 

 

Drs. Idris, S.H., M.H. 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pencatatan 

2. Biaya Proses 

Rp   30.000,00 

Rp   50.000,00 
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3. Biaya Panggilan 

4. PNBP Relaas Panggilan  

5. Biaya Redaksi 

6. Biaya Meterai 

Rp 150.000,00 

Rp   20.000,00 

Rp  10.000,00 

Rp    6.000,00 

          Jumlah Rp 266.000,00 

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) 
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